
KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA 
NOMOR: 188.45/177/436.1.2/2017 

TENTANG 
PENUNJUKAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk 

SEBAGAI TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR 
DI KOTA SURABAYA 

WALIKOTA SURABAYA 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
di bidang perparkiran serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 
ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 
2017 tentang Pedoman Penetapan Parkir Zona di Kota Surabaya, 
perlu menunjuk Bank umum sebagai tempat pembayaran retribusi 
dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir zona 
melalui sistem elektronik; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang
Penunjukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai
Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Kota
Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan 
Lembaran Negara nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998
Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
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6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 
 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 
 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5679); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 
2011 Nomor 310); 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 
Nomor 2036); 

 
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Perparkiran dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 1); 

 
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran  
Daerah  Kota  Surabaya  Tahun  2012 Nomor 8 Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7); 

 
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya 
(Lembaran  Daerah  Kota  Surabaya  Tahun  2016 Nomor 12 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10); 
 

15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 64); 

 
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 101); 
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17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penetapan Parkir Zona di Kota Surabaya (Berita Daerah
Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 3).

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PT.BANK 
RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk SEBAGAI TEMPAT 
PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI KOTA 
SURABAYA 

KESATU : Menunjuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai salah 
satu Bank umum tempat pembayaran retribusi pelayanan parkir di 
Kota Surabaya. 

KEDUA :  Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Bank umum 
sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, diatur dalam 
perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota 
Surabaya dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 

KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya melaporkan pelaksanaan 
Keputusan Walikota ini secara berkala kepada Walikota melalui 
Sekretaris Daerah. 

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal  3 April  2017 

   WALIKOTA SURABAYA 

ttd. 

  TRI RISMAHARINI
Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

Ira Tursilowati, SH.MH 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19691017 199303 2 006 



 


